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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
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maupun tidak langsung, akhirnya penulis dapat menuntaskan skripsi ini
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terkhususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah
Malang yang telah menyediakan fasilitas pembelajaran yang memadai.

2. Bapak Prof. Dr. Muslimin Machmud, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik.

3. Bapak Muhammad Kamil, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi [lmu
Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang

4. Bapak Ach. Apriyanto Romadhon, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing
Skripsi mulai dari awal seminar Proposal hingga selesai Skripsi ini dengan

baik.
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Bapak, Ibu Dosen dan Staff Program Studi [lmu Pemerintahan yang telah
memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk di masa depan saya.

Bapak Adi Andrianto P. SH, M.Hum selaku pembimbing lapang magang yang
telah membimbing dan berbagi ilmu selama saya magang untuk penelitian
skripsi

Bapak atau Ibu staff dan karyawan kantor DPRD Kota Malang, yang telah
membimbing saya dan berbagi ilmu yang mungkin belum tentu saya temukan
ditempat lain selama 4 bulan sehingga saya dalam melakukan penelitian dapat
menyelesaikan dengan baik.

Kepada kedua orang tua saya (Ayah dan Mama) yang telah memberikan do’a,
dukungan, serta motivasi kepada saya. untuk pantang penyerah dalam
mengerjakan skripsi, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan
baik.

Kepada adik saya tercinta yang juga telah memberikan semangat dan support
kepada saya sehingga skripsi dapat selesai dengan baik.

Sahabat dekat saya, teman seperjuangan prodi [lmu pemerintahan yang telah
memberikan dukungan secara langsung atau tidak langsung kepada saya,
sehingga saya dapat tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena

itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan

karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi
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Wassalamu’alaikum Wy Wb

Malang, 4 Juni 2025

Penulis
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Maulana Rasuli Rachman, 202010050311052, POLITIK PEMBENTUKAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MALANG,
Dosen Pembimbing 1: Ach. Apriyanto Romadhon, S.IP., M.Si.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas peran DPRD Kota
Malang dalam pembentukan Perda, termasuk prosedur, faktor yang mempengaruhi,
serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan daerah dan partisipasi
masyarakat. DPRD Kota Malang berperan penting dalam pembentukan perda,
namun efektivitas fungsi legislasi masih rendah, termasuk pada ranperda disabilitas
yang belum terselesaikan. Padahal UU No. 8 Tahun 2016 menuntut pemenuhan
hak-hak difabel melalui regulasi daerah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan
regulasi dan implementasi, sehingga perlu diteliti politik pembentukan ranperda
disabilitas di Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif  untuk
menganalisis peran DPRD Kota Malang dalam pembentukan Raperda perlindungan
dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Data primer diperoleh melalui
wawancara dengan anggota DPRD, pihak pemerintah, pemangku kepentingan,
serta observasi rapat dan kegiatan terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari
dokumen resmi seperti naskah Raperda, laporan, dan catatan rapat. Analisis data
dilakukan secara induktif melalui transkripsi, pengkodean, pengelompokan,
analisis tematik, hingga interpretasi untuk menemukan pola, isu, dan efektivitas
peran DPRD. Penelitian dilaksanakan selama empat bulan, mulai 17 Juli hingga 31
November 2023 di Kantor DPRD Kota Malang dan sekitarnya.

Hasil penelitian menunjukkan proses politik pembentukan Ranperda
Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Malang
mencakup identifikasi masalah, penyusunan naskah, pembahasan eksekutif-
legislatif, hingga putusan DPRD. Keberhasilan Ranperda dipengaruhi oleh
efektivitas, efisiensi, ketersediaan sumber daya, serta responsivitas kebijakan.
Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan tujuan legislasi tercapai sesuai
prinsip keadilan dan inklusi. Partisipasi masyarakat melalui masukan, dialog, dan
sarasehan menjadi kunci dalam menjaga legitimasi dan keberlanjutan kebijakan.
Kata kunci: Disabilitas, DPRD, Kota Malang, Legislasi Daerah, Politik Daerah
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Maulana Rasuli Rachman, 202010050311052, POLITICS OF FORMULATING
LOCAL REGULATIONS ON THE PROTECTION AND EMPOWERMENT
OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE CITY OF MALANG,
Supervisor: Ach. Apriyanto Romadhon, S.IP., M.Si.

ABSTRACT

Purpose of this study is to analyse the effectiveness of the Malang City
Council's role in the formulation of local regulations, including procedures,
influencing factors, and their impact on local government governance and
community participation. The Malang City DPRD plays an important role in the
formulation of local regulations, but the effectiveness of its legislative function is
still low, including in the case of the unfinished draft local regulation on disability.
This is despite Law No. 8 of 2016 requiring the fulfilment of the rights of persons
with disabilities through local regulations. This indicates a gap between regulation
and implementation, making it necessary to examine the politics of the formulation
of the draft local regulation on disability in Malang City.

This study uses a qualitative-descriptive approach to analyse the role of the
Malang City Council in the formulation of the Draft Regional Regulation on the
protection and empowerment of persons with disabilities. Primary data was
obtained - through interviews with council members, government officials,
stakeholders, and observation of meetings and related activities, while secondary
data was obtained from official documents such as draft regional regulations,
reports, and meeting minutes. Data analysis was conducted inductively through
transcription, coding, grouping, thematic analysis, and interpretation to identify
patterns, issues, and the effectiveness of the DPRD's role. The research was
conducted over four months, from 17 July to 31 November 2023, at the Malang
City DPRD Office and its surroundings.

The results of the study show that the political process of formulating the
Draft Regional Regulation on the Protection and Empowerment of Persons with
Disabilities in Malang City includes problem identification, draft preparation,
executive-legislative discussions, and DPRD decisions. The success of the draft
regional regulation is influenced by effectiveness, efficiency, resource availability,
and policy responsiveness. Periodic evaluations are necessary to ensure that the
objectives of the legislation are achieved in accordance with the principles of justice
and inclusion. Community participation through input, dialogue, and seminars is
key to maintaining the legitimacy and sustainability of the policy.

Keywords: Disability, Regional Representative Council, Malang City, Regional
Legislation, Regional Politics
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